73

BUPATI KAPUAS HULU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2/1673/BKS/P2DK

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 546 tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu akan melaksanakan seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru,
Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2023 dengan
rincian formasi sebagaimana terlampir pada pengumuman ini. Adapun aturan dan ketentuan
dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 yaitu

sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM
Dasar Aturan dalam Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk

Jabatan Fungsional;
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10.

11.

ini.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546
tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648
Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Untuk Jabatan Fungsional;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649
Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650
Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai
Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652
Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654
Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan
Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023
Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda
Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;

Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023
tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman
Seluruh peserta WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI ketentuan dalam aturan

dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan

ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam penjelasan pengumuman ini dan hanya

berlaku khusus pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.
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II. KETENTUAN UMUM
Adapun ketentuan umum pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Formasi yang tersedia adalah Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) dengan rincian Jabatan Fungsional Tenaga Guru, Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan, dan Jabatan Fungsional Tenaga Teknis;

2. Proses seleksi penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Formasi 2023 ini terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia;

3. Penerimaan PPPK dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat
yang telah ditentukan serta tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan
daerabh;

4. Formasi yang diperuntukkan penyandang disabilitas hanya boleh dilamar oleh pelamar
yang menyandang disabilitas sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;

5. Pelamar harus melakukan pendaftaran awal dengan memilih jabatan sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang dimiliki;

6. Pelamar harus secara cermat melihat, mempelajari dan memilih kategori formasi yang
diambil agar tidak merugikan diri sendiri saat melakukan pendaftaran.

7. Pendaftaran peserta Pengadaan PPPK dilakukan melalui laman resmi Badan
Kepegawaian Negara yaitu https://sscasn.bkn.go.id ;

8. Seleksi PPPK Tahun 2023 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang
dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan

oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

lll. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN
Jumlah alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 1.910 dengan rincian :
- PPPK Jabatan Fungsional Guru : 986 Formasi
- PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan : 690 Formasi
- PPPK Jabatan Fungsional Teknis : 234 Formasi
Adapun rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir

pada Pengumuman ini.
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IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum dalam pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

1.

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar
menjadi PPPK setelah memenuhi persyaratan;

Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas
usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pada saat pelamar mendaftar secara online pada akun SSCASN,
ditunjukan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sesuai dengan yang tertera pada
ijazabh;

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak

dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan lulusan Perguruan

8.
9.

Tinggi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan/atau
Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis
pada ijazah;

Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih
berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

10.Berkelakuan baik;
11.Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

12.Tidak pernah dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode

seleksi calon ASN sebelumnya;
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13.Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses
pengusulan NIP/NI PPPK;

14.Memiliki pengalaman kerja yang relevan terkait bidang tugas yang dilamarnya;

15.Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.

16.Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 15 diketahui melamar :
a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur
kebutuhan; atau
b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda.
maka yang bersangkutan dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang
bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN,
dengan ketentuan wajib melampirkan :

a. surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang
menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
b. menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar

dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

B. PERSYARAT KHUSUS JABATAN FUNGSIONAL GURU
Persyaratan khusus untuk pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja
(PPPK) Jabatan Fungsional Guru adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma
empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang
Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

2. Jenis kebutuhan formasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu formasi kebutuhan khusus dan
formasi kebutuhan umum, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Kebutuhan Khusus dengan kriteria :

1) Pelamar Prioritas yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi
PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi
PPPK JF guru periode sebelumnya,;

2) Eks Tenaga Honorer Kategori Il (eks THK-II) yaitu peserta Eks THK-II yang
terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara.
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3) Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yaitu Guru Non ASN di sekolah
negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling
rendah 3 (tiga) tahun.

b. Kebutuhan Umum dengan kriteria :

1) lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data
(database) kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan

2) guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

3. Pelamar harus menyertakan Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah/ Kepala Dinas/ Kepala Yayasan tempat pelamar
bekerja saat ini dan tempat pelamar pernah bekerja (bagi yang memiliki pengalaman
kerja pada unit kerja lain);

4. Pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 yang berstatus sebagai
penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar pada kebutuhan PPPK pada JF

Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;

b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar pada kebutuhan PPPK pada

JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan

c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar pada kebutuhan PPPK pada JF

Guru Seni Budaya Keterampilan.

5. Mekanisme dan Nilai Ambang Batas seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru secara lengkap dijelaskan dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun

Anggaran 2023,
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C. PERSYARAT KHUSUS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN TEKNIS
Persyaratan khusus untuk pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja
(PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis adalah sebagai berikut :
1. Jenis kebutuhan formasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:
a. Kebutuhan Khusus dengan kriteria :

1) eks Tenaga Honorer Kriteria Il (THK-Il) yang terdaftar dalam pangkalan data
(database) Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah
tempat bekerja saat melamar yaitu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu.

2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang melamar pada instansi
pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling
sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang
dilamar yaitu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Kebutuhan Umum merupakan pelamar diluar kriteria kebutuhan khusus, yang
memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar.

Untuk pelamar dengan kriteria kebutuhan khusus dapat melamar di kebutuhan
Umum, sedangkan bagi pelamar kriteria kebutuhan umum tidak dapat melamar pada
formasi dengan kategori kebutuhan khusus. Apabila tetap melamar pada formasi
kebutuhan khusus maka akan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi
administrasi.

2. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan
fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan paling singkat 2
(dua) tahun pada jenjang Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia dan Ahli Pertama,;

3. Pengalaman Kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :

a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki
pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan

b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi
pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga
swadaya non pemerintah/Yayasan.

4. Selain persyaratan di atas terdapat jenis jabatan PPPK Jabatan Fungsional Teknis yang
memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan
nilai seleksi kompetensi yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023

tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan
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Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;

5. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan memiliki syarat kualifikasi pendidikan
dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20
Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR)
Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 yang dijelaskan dengan Surat Edaran
Direktur  Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan  Nomor
HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023;

6. Berkaitan dengan persyaratan yang mewajibkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi
pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dijelaskan dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
654 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada
Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;

7. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang
mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR dan bukan
Internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran,
dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan di-upload pada
akun SSCASN;

8. Ketentuan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Jabatan
Fungsional Kesehatan dan Teknis dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023
Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

9. Mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan
Fungsional Kesehatan dan Teknis secara lengkap dijelaskan dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
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V. DOKUMEN PERSYARATAN SAAT MELAMAR

Pelamaran dilakukan secara daring melalui akun SSCASN dengan terlebih dahulu

membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan

secara elektronik. Dokumen persyaratan saat melamar adalah sebagai berikut :

1. PPPK Jabatan Fungsional Guru

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan

jelas dengan cara di scan kemudian diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id

dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi

pendaftaran yang terdiri dari :

a.

- o a 0

Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman

kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

. ljazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:

1) Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program
Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib
menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.

2) ljazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-1V) sesuai dengan
jabatan dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari
Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-1V;

Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan;

Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah;

Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki;

Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti

tahapan pada laman https://sscasn.bkn.go.id

2. PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan

jelas dengan cara discan kemudian diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id

dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi

pendaftaran yang terdiri dari:

a.

C.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman

kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, diketik menggunakan

komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada link

https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id )

ljazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
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a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S-1 dan profesi

b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan ljazah S-1, Profesi, dan Spesialis

c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program
Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran,
wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.

d. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
1) Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan profesi
2) Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis

e. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah.

—h

Surat Keterangan pengalaman kerja sesuai persyaratan.

. Surat pernyataan 5 poin ditandatangani dan dibubuhi e-materai

o «Q

. STR asli bukan STR Internship bagi tenaga Kesehatan yang mensyaratkan sesuai
dengan keahliannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20
Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi
(STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 yang dijelaskan dengan Surat
Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor
HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 serta Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
654 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada
Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;

i. Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti

tahapan pada laman https://sscasn.bkn.go.id

3. PPPK Jabatan Fungsional Teknis
Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan

jelas dengan cara discan kemudian diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id

dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi
pendaftaran yang terdiri dari:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman

kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
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b. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, diketik menggunakan
komputer, ditandatangani dan wajib dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada

link https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id)

c. ljazah asli sesuai kualifikasi pendidikan. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program
Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada
persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani
Dekan/Wakil Dekan.

d. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan

e. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah.

-

Surat Keterangan pengalaman kerja sesuai persyaratan.

. Surat Pernyataan 5 poin ditandatangani dan wajib dibubuhi e-materai

> @

Sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis,
sebagaimana dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang
Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai
Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis yang dapat dilihat di link
https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/

i. Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti

tahapan pada laman https://sscasn.bkn.go.id

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan pendaftaran, calon pelamar diwajibkan membaca Frequently Asked
Questions (FAQ) dan petunjuk pendaftaran pada portal ASN Karier di laman
https://sscasn.bkn.go.id

2. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi calon pelamar dapat diunduh pada portal
https://sscasn.bkn.go.id

3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2023 dapat melakukan pendaftaran secara daring ke alamat website Portal Sistem Seleksi
Calon ASN Nasional (SSCASN) 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :
a. wajib memiliki email yang masih aktif dan dapat diakses oleh pelamar;
b. membuat akun pendaftaran melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara

https://sscasn.bkn.go.id dengan mengisi : NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor

KK (Kartu Keluarga) atau NIK Kepala Keluarga, e-mail aktif, password Akun Portal
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SSCASN dan pertanyaan pengaman, upload Pass Foto ukuran maksimal 200 KB, dan
mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN 2023;
c. login ke Portal SSCASN https://sscasn.bkn.go.id menggunakan NIK dan Password
yang telah didaftarkan;
d. mengunggah (upload) foto diri dengan memegang/ memperlihatkan KTP dan Kartu
Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
e. melakukan pengisian biodata dan memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan
jabatan;
f. hanya dapat memilih pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan pada 1 (satu)
unit kerja penempatan untuk 1 (satu) kali pendaftaran;
g. mengunggah dokumen persyaratan yang tercantum dalam portal SSCASN;
h. Jika terdapat persyaratan yang memiliki lebih dari 1 (satu) dokumen, maka dokumen
tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) file dengan format pdf;
I. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam
mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
j.  mencetak Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran SSCASN Tahun 2023 yang akan digunakan
sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2023.
4. Semua informasi atau data yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran online harus diisi
secara benar dan hati-hati berdasarkan dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
6. Segala kesalahan pelamar pada saat melakukan pendaftaran secara daring merupakan
tanggung jawab sepenuhnya pelamar dan bukan merupakan tanggung jawab panitia;
7. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi
oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2023 sesuai

dengan persyaratan yang telah ditentukan.

VII. JADWAL TAHAPAN PENERIMAAN

Adapun tahapan jadwal penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sesuai dengan Surat Plt. Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 16 September 2023
hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:
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NO TAHAPAN TANGGAL
1 | Pengumuman Seleksi 19 September s.d. 3 Oktober 2023
2 | Pendaftaran Seleksi 20 September s.d. 9 Oktober 2023
3 | Seleksi Administrasi 20 September s.d. 12 Oktober 2023
4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 13 s.d. 16 Oktober 2023
5 | Masa Sanggah 17 s.d. 19 Oktober 2023
6 | Jawab Sanggah 17 s.d. 21 Oktober 2023
7 | Pengumuman Pasca Sanggah 20 s.d. 26 Oktober 2023
8 | Penarikan Data Final 27 s.d. 29 Oktober 2023
9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi 30 Oktober s.d. 2 November 2023
10 Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan 3 s.d. 6 November 2023
Tempat Seleksi
11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 8 November s.d. 2 Desember 2023
12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan 13 November s.d. 4 Desember 2023
13 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi 28 November s.d. 7 Desember 2023
14 | Pengumuman Kelulusan 4 s.d. 13 Desember 2023
15 | Pengisian DRH NI PPPK 14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16 | Usul Penetapan NI PPPK 13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*catatan : Jadwal dan pelaksanaan seleksi bisa berubah sewaktu-waktu, diatur secara teknis oleh
PANSELNAS, apabila terdapat perubahan tahapan pelaksanaan akan diumumkan melalui website
https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpdm.kapuashulukab.go.id

VIIl. KETENTUAN LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina
Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai
kebutuhan dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan
kesesuaian kompetensi;

2. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 tidak dipungut biaya
dalam bentuk apapun;

3. Segala informasi tambahan yang terbit setelah tanggal pengumuman ini akan
disampaikan melalui alamat https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/

4. Jika terdapat perubahan peraturan maka akan dilakukan penyesuaian dan diumumkan

kembali;
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5. Pelamar yang akan mendaftar wajib memeriksa dengan seksama kesesuaian kualifikasi
program studi pendidikan yang dimiliki terhadap jabatan yang akan dilamar agar seleksi
administrasi dapat berjalan dengan lancar;

6. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon
Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan
adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan,
akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis
peserta dianggap gugur;

8. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 bersifat mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat;

9. Kepada peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang
menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan
menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

10.Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau
tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta
diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah dalam proses
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

11.Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah
tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus
tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;

12.Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan melalui fasilitas helpdesk

online: https://tawk.to/bkpsdmkapuashulu atau langsung menghubungi Bidang

Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN pada BKPSDM Kabupaten
Kapuas Hulu (Alamat : JI. Lintas Selatan No. 26 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan
Putussibau Selatan);

13. Seluruh Informasi mengenai Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan disampaikan

melalui laman http://bkpsdmkapuashulukab.go.id dan IG BKPSDM Kabupaten Kapuas

Hulu: bkpsdmkab.kapuashulu sehingga diharapkan dapat terus memantau

perkembangan informasi pada laman tersebut.
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14.Panitia Seleksi Daerah (Panselda) tidak membuka layanan melalui media lainnya selain
yang disebutkan di atas. sehingga peserta diharapkan berhati-hati terhadap oknum yang
mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Putussibau, 18 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN, S.H., M.H.

Balai
Sertifikasi
Elektronik
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1. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU

LAMPIRAN

PENGUMUMAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 800.1.2.2/1673/BKS/P2DK
TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

FORMASI PPPK
NO. JABATAN Xt}gﬂkﬁ; UMUM | DISABILITAS UNIT PENEMPATAN
1 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 59 58 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
2 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK 107 102 5 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
3 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN 22 21 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
4 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA 42 41 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
5 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 49 47 2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
6 | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 19 18 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
7 | AHLI PERTAMA - GURU IPA 50 48 2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
- }'JlgfgiaTiOEllékaoT:E iggfgagisg(fk;\lﬁtnlE]ektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” @ I:I”;" as

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 16 dari 70



8 | AHLI PERTAMA - GURU IPS 50 48 2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
9 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 421 412 9 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
10 | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA 34 33 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
11 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 85 84 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
12 | AHLI PERTAMA - GURU PPKN 25 24 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
13 | AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN 9 8 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
14 | AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA 10 9 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
15 | AHLI PERTAMA - GURU TIK 4 3 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TOTAL FORMAS| 986 956 30
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2. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

FORMASI PPPK

NO. JABATAN JOMLAH UNIT PENEMPATAN
ALAeASl | UMUM | KHUSUS | DISABILITAS
1| AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK 1 i 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
2 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK 1 1 RSUD SEMITAU
3 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
4 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
5 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 1 1 : RSUD SEMITAU
6 | AHLIMUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAP! INTENSIF 1 i 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
7| AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH 1 1 i RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
8 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH 1 i 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
9 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH 1 : : RSUD SEMITAU
10 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI 1 i 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
11 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI 1 1 RSUD SEMITAU
12 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
13 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK 1 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
14 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
15 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK 1 1 RSUD SEMITAU
16 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
17 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM 1 1 RSUD SEMITAU
18 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
19 | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI 1 1 RSUD SEMITAU
20 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN 1 i 1 amjs KESEHATAN KAB. KAPUAS
21 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN 1 1 PUSKESMAS BUNUT HILIR
22 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN 3 : 3 amjs KESEHATAN KAB. KAPUAS
23 | AHLI PERTAMA - APOTEKER 1 1 PUSKESMAS PURING KENCANA
24 | AHLI PERTAMA - APOTEKER 1 1 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS

HULU
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25 | AHLI PERTAMA - APOTEKER 1 1 PUSKESMAS BATANG LUPAR

26 | AHLI PERTAMA - APOTEKER 2 2 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
27 | AHLI PERTAMA - APOTEKER 1 1 PUSKESMAS EMPANANG

28 | AHLI PERTAMA - APOTEKER 2 2 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
29 | AHLI PERTAMA - APOTEKER 1 1 PUSKESMAS BADAU

30 | AHLIPERTAMA - APOTEKER 1 1 - - RSUD SEMITAU

31 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 - 1 - PUSKESMAS BUNUT HILIR

32 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 1 - - PUSKESMAS SUHAID

33 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 - 1 PUSKESMAS MENTEBAH

34 | AHLI PERTAMA - BIDAN 2 - 2 PUSKESMAS SILAT HILIR

35 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 - 1 PUSKESMAS JONGKONG

36 | AHLI PERTAMA - BIDAN 2 - 2 - PUSKESMAS PUTUSSIBAU UTARA
37 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 1 - - RSUD SEMITAU

38 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 1 - - PUSKESMAS EMBALOH HULU

39 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 - 1 - RSUD SEMITAU

40 | AHLI PERTAMA - BIDAN 2 2 - - PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN
41 | AHLI PERTAMA - BIDAN 2 - 2 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
42 | AHLI PERTAMA - BIDAN 2 2 - - PUSKESMAS KALIS

43 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 - 1 B:.'J\ILAOS KESEHATAN KAB. KAPUAS
44 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 1 - - PUSKESMAS SEMITAU

45 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 - 1 - PUSKESMAS SEMITAU

46 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 - 1 - PUSKESMAS BATANG LUPAR

47 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 1 - - RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
48 | AHLI PERTAMA - BIDAN 2 2 - - PUSKESMAS EMPANANG

49 | AHLI PERTAMA - BIDAN 2 2 - - PUSKESMAS SILAT HULU

50 | AHLI PERTAMA - BIDAN 1 - 1 - PUSKESMAS EMBALOH HULU

51 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 - - PUSKESMAS EMBALOH HULU

52 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 - - PUSKESMAS MENTEBAH

53 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 - 1 - PUSKESMAS BOYAN TANJUNG

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @\ | Balai
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54 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 - PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN
55 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 - PUSKESMAS EMBALOH HILIR

56 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS JONGKONG

57 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS BADAU

58 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS SILAT HULU

59 | AHLIPERTAMA - DOKTER 1 - PUSKESMAS PENGKADAN

60 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 - PUSKESMAS BUNUT HILIR

61 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 - PUSKESMAS PUTUSSIBAU UTARA
62 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS SEBERUANG

63 | AHLI PERTAMA - DOKTER 2 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
64 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS BIKA

65 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS SILAT HILIR

66 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 - PUSKESMAS SELIMBAU

67 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS EMPANANG

68 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS BATANG LUPAR

69 | AHLIPERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS KALIS

70 | AHLI PERTAMA - DOKTER 2 2 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
71 | AHLI PERTAMA - DOKTER 3 - RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
72 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS PURING KENCANA
73 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS SEMITAU

74 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 1 PUSKESMAS SUHAID

75 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGlI 1 - PUSKESMAS BIKA

76 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 - PUSKESMAS MENTEBAH

77 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGlI 1 1 PUSKESMAS SEMITAU

78 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 - PUSKESMAS KALIS

79 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGlI 1 1 PUSKESMAS PENGKADAN

80 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGlI 1 1 PUSKESMAS EMBALOH HILIR

81 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 1 PUSKESMAS EMBALOH HULU

82 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGlI 1 1 PUSKESMAS SUHAID

83 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 1 PUSKESMAS BUNUT HULU
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84 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 1 RSUD SEMITAU

85 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGlI 1 1 PUSKESMAS SILAT HILIR

86 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 1 PUSKESMAS JONGKONG

87 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGlI 1 1 PUSKESMAS SEBERUANG

88 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 1 PUSKESMAS BOYAN TANJUNG
89 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 1 PUSKESMAS SILAT HULU

90 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGlI 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
91 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 1 PUSKESMAS BUNUT HILIR

92 | AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS 1 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
93 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 1 PUSKESMAS BIKA

94 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
95 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 1 PUSKESMAS SILAT HULU

96 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 - PUSKESMAS BUNUT HULU

97 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 - PUSKESMAS BIKA

98 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 1 PUSKESMAS EMBALOH HILIR

99 | AHLIPERTAMA - NUTRISIONIS 1 1 RSUD SEMITAU

100 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
101 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 1 PUSKESMAS SEBERUANG

102 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 - PUSKESMAS PENGKADAN

103 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 1 - aIL,J\ILACJS KESEHATAN KAB. KAPUAS
104 | AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI 1 1 RSUD SEMITAU

105 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 - PUSKESMAS SUHAID

106 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 1 - PUSKESMAS BOYAN TANJUNG
107 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 - PUSKESMAS PUTUSSIBAU UTARA
108 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 1 1 PUSKESMAS BADAU

109 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 1 - PUSKESMAS SILAT HULU

110 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS PURING KENCANA
111 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 1 - PUSKESMAS HULU GURUNG

112 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 1 1 PUSKESMAS BIKA
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113 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 1 1 PUSKESMAS BADAU

114 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN
115 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS BUNUT HILIR

116 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 3 - RSUD SEMITAU

117 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS KALIS

118 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS BATANG LUPAR

119 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS SILAT HILIR

120 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS SEMITAU

121 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 20 20 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
122 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS MENTEBAH

123 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS EMBALOH HULU

124 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS PENGKADAN

125 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS BUNUT HULU

126 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS EMBALOH HILIR

127 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 RSUD SEMITAU

128 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 - PUSKESMAS EMPANANG

129 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
130 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 2 PUSKESMAS SELIMBAU

131 | AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS 1 - PUSKESMAS PENGKADAN

132 | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 2 2 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
133 | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 - RSUD SEMITAU

134 | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 PUSKESMAS SELIMBAU

135 | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 PUSKESMAS EMBALOH HULU

136 | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 PUSKESMAS PENGKADAN

137 | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
138 | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 PUSKESMAS BUNUT HULU

139 | AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
140 | AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS 1 - RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
141 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOS| KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU 1 1 PUSKESMAS EMBALOH HILIR
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DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS
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TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER

RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO

142 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU 1 HULU
143 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOS| KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU 1 PUSKESMAS SUHAID
144 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU 1 - PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN
145 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOS| KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU 1 1 PUSKESMAS JONGKONG
146 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
147 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 PUSKESMAS EMBALOH HILIR
148 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 - PUSKESMAS EMBALOH HULU
149 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 1 PUSKESMAS JONGKONG
150 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 - PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN
151 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 1 PUSKESMAS SELIMBAU
152 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 - PUSKESMAS BUNUT HILIR
153 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 1 PUSKESMAS SUHAID
154 | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
155 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
3
2
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159 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
160 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER 1 - PUSKESMAS SEMITAU

161 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER 1 1 PUSKESMAS BADAU

162 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
163 | TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI 1 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO

164 | TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI 1 1 RSUD SEMITAU

165 | TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI 1 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO

166 | TERAMPIL - BIDAN 9 - PUSKESMAS SILAT HULU

167 | TERAMPIL - BIDAN 11 11 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO

168 | TERAMPIL - BIDAN 4 PUSKESMAS SUHAID

169 | TERAMPIL - BIDAN 9 PUSKESMAS PUTUSSIBAU UTARA
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170 | TERAMPIL - BIDAN 2 - 2 PUSKESMAS EMBALOH HILIR

171 | TERAMPIL - BIDAN S - 9 PUSKESMAS SEMITAU

172 | TERAMPIL - BIDAN 14 - 14 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
173 | TERAMPIL - BIDAN 1 1 - PUSKESMAS HULU GURUNG

174 | TERAMPIL - BIDAN 1 - 1 PUSKESMAS EMBALOH HULU

175 | TERAMPIL - BIDAN 2 2 PUSKESMAS JONGKONG

176 | TERAMPIL - BIDAN 3 3 - PUSKESMAS BADAU

177 | TERAMPIL - BIDAN 5 - o PUSKESMAS JONGKONG

178 | TERAMPIL - BIDAN 2 2 - PUSKESMAS PURING KENCANA

179 | TERAMPIL - BIDAN 8 - 8 RSUD SEMITAU

180 | TERAMPIL - BIDAN 5 - 9 PUSKESMAS SEBERUANG

181 | TERAMPIL - BIDAN 7 - 7 PUSKESMAS SILAT HILIR

182 | TERAMPIL - BIDAN 3 - 3 PUSKESMAS PURING KENCANA

183 | TERAMPIL - BIDAN 4 - 4 PUSKESMAS BUNUT HILIR

184 | TERAMPIL - BIDAN 4 - 4 PUSKESMAS BATANG LUPAR

185 | TERAMPIL - BIDAN 3 3 - PUSKESMAS EMBALOH HILIR

186 | TERAMPIL - BIDAN 4 - 4 PUSKESMAS HULU GURUNG

187 | TERAMPIL - BIDAN 4 - 4 PUSKESMAS KALIS

188 | TERAMPIL - BIDAN 4 4 - PUSKESMAS PENGKADAN

189 | TERAMPIL - BIDAN 2 - 2 PUSKESMAS BADAU

190 | TERAMPIL - BIDAN 5 - 9 PUSKESMAS MENTEBAH

191 | TERAMPIL - BIDAN 4 - 4 PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN
192 | TERAMPIL - BIDAN 4 4 PUSKESMAS EMBALOH HULU

193 | TERAMPIL - BIDAN 6 6 - RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
194 | TERAMPIL - BIDAN 2 - 2 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
195 | TERAMPIL - BIDAN 5 - 9 PUSKESMAS BOYAN TANJUNG

196 | TERAMPIL - BIDAN S - 9 PUSKESMAS BUNUT HULU

197 | TERAMPIL - BIDAN 4 4 - RSUD SEMITAU

198 | TERAMPIL - BIDAN S - 9 PUSKESMAS EMPANANG

199 | TERAMPIL - BIDAN 4 - 4 PUSKESMAS BIKA
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200 | TERAMPIL - BIDAN 3 - 3 PUSKESMAS PENGKADAN

201 | TERAMPIL - BIDAN 4 - 4 PUSKESMAS SELIMBAU

202 | TERAMPIL - FISIOTERAPIS 1 - 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
203 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 1 PUSKESMAS EMPANANG

204 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 1 - RSUD SEMITAU

205 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 - 1 PUSKESMAS BADAU

206 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 1 PUSKESMAS BOYAN TANJUNG

207 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 1 - RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
208 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 - 1 PUSKESMAS EMPANANG

209 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 2 2 - PUSKESMAS JONGKONG

210 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 - 1 PUSKESMAS BUNUT HULU

211 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 1 PUSKESMAS BADAU

212 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 - - RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
213 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 - 1 PUSKESMAS HULU GURUNG

214 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 1 PUSKESMAS MENTEBAH

215 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 1 PUSKESMAS PENGKADAN

216 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 1 1 - PUSKESMAS BATANG LUPAR

217 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS KALIS

218 | TERAMPIL - PERAWAT S - 9 PUSKESMAS PUTUSSIBAU UTARA
219 | TERAMPIL - PERAWAT 5 - 5 PUSKESMAS BUNUT HULU

220 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS BUNUT HILIR

221 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS SELIMBAU

222 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS EMPANANG

223 | TERAMPIL - PERAWAT 23 - 23 RSUD SEMITAU

224 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS BATANG LUPAR

225 | TERAMPIL - PERAWAT 18 18 RSUD SEMITAU

226 | TERAMPIL - PERAWAT 22 22 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
227 | TERAMPIL - PERAWAT 2 - 2 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
228 | TERAMPIL - PERAWAT S - 9 PUSKESMAS BADAU

229 | TERAMPIL - PERAWAT 1 1 PUSKESMAS BATANG LUPAR
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230 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS SEBERUANG

231 | TERAMPIL - PERAWAT 3 - 3 PUSKESMAS HULU GURUNG

232 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS BIKA

233 | TERAMPIL - PERAWAT 4 4 - PUSKESMAS PURING KENCANA

234 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS SUHAID

235 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS EMBALOH HILIR

236 | TERAMPIL - PERAWAT 58 - 58 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
237 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS JONGKONG

238 | TERAMPIL - PERAWAT S - 9 PUSKESMAS PENGKADAN

239 | TERAMPIL - PERAWAT 3 3 PUSKESMAS SEMITAU

240 | TERAMPIL - PERAWAT 1 1 PUSKESMAS EMPANANG

241 | TERAMPIL - PERAWAT 1 1 - PUSKESMAS BADAU

242 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS SEMITAU

243 | TERAMPIL - PERAWAT 1 1 0 PUSKESMAS EMBALOH HILIR

244 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS MENTEBAH

245 | TERAMPIL - PERAWAT ) - o PUSKESMAS EMBALOH HULU

246 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS SILAT HILIR

247 | TERAMPIL - PERAWAT 2 2 - PUSKESMAS SILAT HILIR

248 | TERAMPIL - PERAWAT S - 9 PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN
249 | TERAMPIL - PERAWAT 5 - 5 PUSKESMAS BOYAN TANJUNG

250 | TERAMPIL - PERAWAT 8 8 - RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
251 | TERAMPIL - PERAWAT 4 - 4 PUSKESMAS SILAT HULU

252 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 6 - 6 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
253 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 1 RSUD SEMITAU

254 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 1 - PUSKESMAS EMBALOH HULU

255 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 - 1 PUSKESMAS HULU GURUNG

256 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 1 - PUSKESMAS BOYAN TANJUNG

257 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 2 - 2 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
258 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 - 1 PUSKESMAS SELIMBAU

259 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 - 1 PUSKESMAS PUTUSSIBAU UTARA
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260 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 1 - - PUSKESMAS SILAT HILIR

261 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 1 - - PUSKESMAS BADAU

262 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 - - 1 RSUD SEMITAU

263 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 1 - - PUSKESMAS BATANG LUPAR

264 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 1 - - PUSKESMAS SILAT HULU

265 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 - 1 - PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN
266 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 PUSKESMAS MENTEBAH

267 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 PUSKESMAS BUNUT HILIR

268 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 PUSKESMAS SILAT HULU

269 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 - - RSUD SEMITAU

270 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 2 2 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
271 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 - - PUSKESMAS KALIS

272 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 2 - 2 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
273 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 - - PUSKESMAS BIKA

274 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 1 - PUSKESMAS PURING KENCANA

275 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 1 - 1 - PUSKESMAS BATANG LUPAR

276 | TERAMPIL - RADIOGRAFER 1 1 - - RSUD SEMITAU

277 | TERAMPIL - RADIOGRAFER 1 - 1 - RSUD SEMITAU

278 | TERAMPIL - RADIOGRAFER 3 - 3 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
279 | TERAMPIL - RADIOGRAFER 1 1 - - RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
280 | TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS 1 1 - - RSUD SEMITAU

281 | TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH 1 - 1 - RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO
282 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 1 - - PUSKESMAS PENGKADAN

283 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 - 1 - RSUD SEMITAU

284 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 1 - - RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
285 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 1 - - PUSKESMAS BOYAN TANJUNG

286 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 1 PUSKESMAS SILAT HILIR

287 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 1 1 - PUSKESMAS PURING KENCANA

288 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 - 1 - PUSKESMAS BIKA

289 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 - 1 - PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @\ | Balai
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." I d)‘ Sertifikasi
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE N\ | Elektronik Hal. 27 dari 70




290 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 - 1 PUSKESMAS HULU GURUNG

291 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 - 1 RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO

292 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 - 1 RSUD SEMITAU

293 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 1 - PUSKESMAS EMBALOH HULU

294 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 - 1 PUSKESMAS PURING KENCANA

295 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 1 RS BERGERAK BADAU KAPUAS HULU
TOTAL FORMASI 690 236 448

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Balai

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Sertifikasi

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

\

o

Elektronik

Hal. 28 dari 70




3. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

NO. JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

FORMASI PPPK

JUMLAH
ALOKASI

UMUM

KHUSUS

DISABILITAS

UNIT PENEMPATAN

1| ANALIS
AKUAKULTUR

AHLI PERTAMA -

S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN

S-1 PERIKANAN BUDIDAYA

D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR

S-1 BUDIDAYA PERIKANAN

S-1 AKUAKULTUR

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN
S-1 BUDIDAYA PERAIRAN

S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN
BUDIDAYA

S-1 KIMIA

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERIKANAN,
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

ANALIS HUKUM

AHLI PERTAMA -

S-1 ILMU HUKUM

BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
ASISTEN PEMERINTAHAN, BAGIAN HUKUM

3 | ANALIS
KEBAKARAN

AHLI PERTAMA -

D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG

D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA

D-IV TEKNIK SIPIL

D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI

D-IV TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG

D-IV TEKNIK LISTRIK INDUSTRI

S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK

S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

S-1 TEKNIK ARSITEKTUR

S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

S-1 TEKNIK FISIKA

S-1 TEKNIK MESIN

S-1 TEKNIK LINGKUNGAN

BUPATI KAPUAS HULU, PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 29 dari 70




S-1 GEOGRAFI

S-1 TEKNIK ELEKTRO

S-1 PLANOLOGI

S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH

AHLI PERTAMA -
4 | ANALIS
KEBAKARAN

D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG
D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA
D-IV TEKNIK SIPIL

D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI

D-IV TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG
D-IV TEKNIK LISTRIK INDUSTRI

S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK

S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
S-1 TEKNIK ARSITEKTUR

S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

S-1 TEKNIK FISIKA

S-1 TEKNIK MESIN

S-1 TEKNIK LINGKUNGAN

S-1 GEOGRAFI

S-1 TEKNIK ELEKTRO

S-1 PLANOLOGI

S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH

BUPATI KAPUAS HULU, PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN

AHLI PERTAMA -
ANALIS KEBIJAKAN

D-IV SEMUA JURUSAN
S-1 SEMUA JURUSAN

BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
ASISTEN PEMERINTAHAN, BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

AHLI PERTAMA -
ANALIS KEBIJAKAN

D-IV SEMUA JURUSAN
S-1 SEMUA JURUSAN

BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
ASISTEN PEMERINTAHAN, BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 30 dari 70




AHLI PERTAMA -

D-IV SEMUA JURUSAN

BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

7 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
ANALIS KEBLIAKAN | 51 SEMUA JURUSAN PEMBANGUNAN, BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
AHLTPERTAMA- | § v SEMUA JURUSAN BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
8 | ANALIS 5.1 SEMUA JURUSAN DPRD, BAGIAN FASILITAS|
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
g | AHLIPERTAMA- | D-IV SEMUA JURUSAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
ANALIS KEBIJAKAN | S-1 SEMUA JURUSAN ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM,
BAGIAN ORGANISASI
S-1 ILMU PANGAN
$-1ILMU GIZIGIZI
MASYARAKAT
AHLIPERTAMA- | o 4 TEKNOLOGI PERTANIAN BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
1o | ANALIS 5.1 TEKNOLOGI HASIL DAN PANGAN, BIDANG KETAHANAN
KETAHANAN SERTANIAN 5.1 SOSIAL PANGAN, SEKSI KETERSEDIAAN DAN
PANGAN DISTRIBUS| PANGAN

EKONOMI PERTANIAN S-1
TEKNOLOGI PANGAN
S-1 ILMU PERTANIAN

11

AHLI PERTAMA -
ANALIS
KETAHANAN
PANGAN

S-1 I[LMU PANGAN

S-1ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT
S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN

S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
S-1 TEKNOLOGI PANGAN

S-1ILMU PERTANIAN

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN, BIDANG KETAHANAN
PANGAN, SEKSI KETERSEDIAAN DAN
DISTRIBUSI PANGAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 31 dari 70




12

AHLI PERTAMA -
ANALIS PASAR
HASIL PERIKANAN

D-IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PERIKANAN

S-1 PERIKANAN BUDIDAYA

D-IV PEMASARAN

D-IV PERIKANAN BUDIDAYA

D-IV MANAJEMEN

D-1IV SOSIAL EKONOMI PERIKANAN

D-IV EKONOMI

D-IV PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

D-IV PENYULUHAN PERIKANAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN
D-IV BUDIDAYA PERIKANAN

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN
S-1 EKONOMI

S-1 MANAJEMEN

S-1 PEMASARAN

S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN

S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERIKANAN,
BIDANG KELEMBAGAAN DAN
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

13

AHLI PERTAMA -
ANALIS PASAR
HASIL PERTANIAN

S-1ILMU PANGAN

D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN
D-IV PERTANIAN

S-1 AGROBISNIS

S-1 EKONOMI PERTANIAN

S-1 PENYULUHAN PERTANIAN

S-1 PETERNAKAN

S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN
S-11LMU TANAH

S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN

S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
S-1 BUDIDAYA PERTANIAN

S-1 PERKEBUNAN

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN, BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 32 dari 70




S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

S-1 AGROTEKNOLOGI
S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN
S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN

AHLI PERTAMA -
14 | ANALIS PASAR
HASIL PERTANIAN

S-1ILMU PANGAN

D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN

D-IV PERTANIAN

S-1 AGROBISNIS

S-1 EKONOMI PERTANIAN

S-1 PENYULUHAN PERTANIAN

S-1 PETERNAKAN

S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN
S-11LMU TANAH

S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN

S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
S-1 BUDIDAYA PERTANIAN

S-1 PERKEBUNAN

S-11LMU DAN TEKNOLOGI PANGAN
S-1 AGROTEKNOLOGI

S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN

S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN, BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

AHLI PERTAMA -
15 | ANALIS
PERDAGANGAN

S-1 EKONOMI PERTANIAN

S-1ILMU EKONOMI

S-1 MANAJEMEN

S-1 EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS
S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN

S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN

S-1 TEKNIK PERTANIAN

S-1 AGRIBISNIS

S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

S-1 ADMINISTRASI

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 33 dari 70




S-1 EKONOMI ISLAM

S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN

S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN
S-1 EKONOMI SYARIAH

S-1 STUDI PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR PUBLIK

D-IV ADMINISTRASI NEGARA

D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

AHLI PERTAMA - BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT

16 | ANALIS SUMBER | -1 ILMU MANAJEMEN 1 ) 1 ] DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
DAYA MANUSIA S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM,
APARATUR S-1 ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN ORGANISAS|

S-1 MANAJEMEN

S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
S-1ILMU PEMERINTAHAN

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

S-1 STUDI PEMERINTAHAN
D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKTOR PUBLIK

AHLI PERTAMA - D-IV ADMINISTRASI NEGARA BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
17 ANALIS SUMBER D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN 1 1 i ) DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

DAYA MANUSIA D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM,
APARATUR D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAGIAN UMUM

S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU MANAJEMEN

S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @\ | Balai
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." I d)‘ Sertifikasi
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE N\ | Elektronik Hal. 34 dari 70




S-1 ADMINISTRASI NEGARA

S-1 MANAJEMEN

S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

S-1 ILMU PEMERINTAHAN

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

18

AHLI PERTAMA -
ANALIS SUMBER
DAYA MANUSIA
APARATUR

S-1 STUDI PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR PUBLIK

D-IV ADMINISTRASI NEGARA

D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU MANAJEMEN

S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
S-1 ADMINISTRASI NEGARA

S-1 MANAJEMEN

S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

S-1ILMU ADMINISTRASI NEGARA

S-1 ILMU PEMERINTAHAN

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

BUPATI KAPUAS HULU, BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR, ANALIS KEPEGAWAIAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 35 dari 70




S-1 STUDI PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR PUBLIK

D-IV ADMINISTRASI NEGARA

D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DRAMANISA | o1 i tENEN Tl ]t || PERTANAN DAN PANGAN, SUB BAGIAY
APARATUR S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK VUM DAN APARATUR )
U S-1 ADMINISTRASI NEGARA Uumu U

S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

S-1 ILMU PEMERINTAHAN

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

19

S-1 STUDI PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR PUBLIK

D-IV ADMINISTRASI NEGARA

D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN

AHLI PERTAMA - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
ANALIS SUMBER D-IV ADMINISTRAS| PEMERINTAHAN 1 i 1 i DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
20 | DAYA MANUSIA S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM,
APARATUR S-1 ILMU MANAJEMEN BAGIAN UMUM

S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
S-1 ADMINISTRASI NEGARA

S-1 MANAJEMEN

S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @\ | Balai
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." I d)‘ Sertifikasi
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE N\ | Elektronik Hal. 36 dari 70

AHLI PERTAMA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN




S-1 ILMU PEMERINTAHAN
S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

AHLI PERTAMA -
ANALIS SUMBER
DAYA MANUSIA
APARATUR

S-1 STUDI PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR PUBLIK

D-IV ADMINISTRASI NEGARA

D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU MANAJEMEN

S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
S-1 ADMINISTRASI NEGARA

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, BIDANG KETENAGAAN
PENDIDIKAN DASAR

S-1 MANAJEMEN

S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

S-1 ILMU PEMERINTAHAN

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @ | Balai
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." f' ) Sertifikasi
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE N\ | Elektronik Hal. 37 dari 70



AHLI PERTAMA -

S-1 STUDI PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR PUBLIK

D-IV ADMINISTRASI NEGARA

D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU MANAJEMEN

BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT

5o | ANALIS SUMBER DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
DAYA MANUSIA S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM,
APARATUR S-1 ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN ORGANISASI

S-1 MANAJEMEN

S-1ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

S-1 ILMU PEMERINTAHAN

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

3 | AHLIPERTANA- | DAV SEMUA JURUSAN DISIPLIN DAN KESEAHTERAAN PEGAVAI

ARSIPARIS S-1 SEMUA JURUSAN SUB ’
BIDANG DATA DAN PELAYANAN
KEPEGAWAIAN
AHLI PERTAMA- | D-IV SEMUA JURUSAN BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
24 | ARSIPARIS 5.1 SEMUA JURLIGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, BIDANG
PERPUSTAKAAN
D-IV PEKERJAAN SOSIAL BUPATI KAPUAS HULU, DINAS SOSIAL,
o5 | AHLIPERTAMA - D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PEKERJA SOSIAL

S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL
S-1 PEKERJAAN SOSIAL

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB, BIDANG SOSIAL

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 38 dari 70




26

AHLI PERTAMA -
PENERA

S-1 MATEMATIKA

S-1 FISIKA

S-1 TEKNIK FISIKA
S-1 TEKNIK MESIN
S-1 TEKNIK ELEKTRO

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN

PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN,
SEKSI PROMOSI DAN METROLOGI LEGAL

27

AHLI PERTAMA -
PENGAWAS BIBIT
TERNAK

S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN
D-IV PETERNAKAN

S-1ILMU PETERNAKAN

S-1 PRODUKSI PETERNAKAN
S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK
S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK
S-1 PENYULUH PETERNAKAN

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN, BIDANG PETERNAKAN

28

AHLI PERTAMA -
PENGAWAS MUTU
HASIL PERTANIAN

S-1ILMU PANGAN

D-IV PERTANIAN

S-1 PROTEKSI TANAMAN

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN
S-1 EKONOMI PERTANIAN

S-1 PENYULUHAN PERTANIAN

S-1 PETERNAKAN

S-1 PANGAN DAN NUTRISI

S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN
S-1 ILMU TANAH

S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN

S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
S-1 BUDIDAYA PERTANIAN

S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

S-1 PERKEBUNAN

S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN
S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN

S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN, BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA, SEKSI PRODUKSI
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

AW | Balai
I ) Sertifikasi
W | Elektronik

Hal. 39 dari 70




S-11LMU PANGAN

D-IV PERTANIAN

S-1 PROTEKSI TANAMAN

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN
S-1 EKONOMI PERTANIAN

S-1 PENYULUHAN PERTANIAN

S-1 PETERNAKAN

S-1 PANGAN DAN NUTRISI
AHLI PERTAMA - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
29 | PENGAWAS MUTU | S-1 ILMU TANAH 1 1 i DAN PANGAN, BIDANG TANAMAN PANGAN

HASIL PERTANIAN | S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN QQHATA%T'PTNL&E’B ASNEﬁg'RPTFﬁ?L?LUTﬁSR' A
S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN

S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

S-1 BUDIDAYA PERTANIAN

S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
S-1 PERKEBUNAN

S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN

S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @ | Balai
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." f' ) Sertifikasi
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE N\ | Elektronik Hal. 40 dari 70



D-IV EKONOMI

D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN
D-IV EKONOMI MANAJEMEN
D-IV AKUNTANSI KEUANGAN
D-IV TEKNIK SIPIL

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IV MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA
D-IV AKUNTANSI

D-IV TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA
S-1 AKUNTANSI NEGARA

S-1 ILMU AKUNTANSI

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

AHLIPERTAMA. | S-1EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
PENGELOLA S-1 AKUNTANSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
30 | PENGADAAN S-1 ILMU EKONOMI 4 . 4 ; ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN. BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA S-1 EKONOMI KEUANGAN PENBANCUNA

S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN
S-1 EKONOMI MANAJEMEN

S-1 MANAJEMEN EKONOMI PUBLIK

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN

S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI

S-1 EKONOMI

S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA
S-1 MANAJEMEN

S-1 KONSTRUKSI SIPIL

S-1 TEKNIK SIPIL
S-1 MANAJEMEN KEUANGAN
S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @ | Balai
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." f'd) Sertifikasi
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE N\ | Elektronik

Hal. 41 dari 70




AHLI PERTAMA -

D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT
D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN

D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI
S-1ILMU EKONOMI

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS

31 E\Ev,\i\%i\E(iAK S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
Ay ARAKAT S-1 EKONOMI PARIWISATA, BIDANG KEPEMUDAAN
S-1 PSIKOLOGI
S-1 ILMU KOMUNIKAS!
S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN
S-1 MANAJEMEN EKONOMI
D-IV AGROBISNIS
D-IV MANAJEMEN
LI PERTAVIA D-IV TEKNIK INDUSTRI
PENYULUH [S)::VAAGKRU?\IE%S\H?I BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KOPERASI.
32 | PERINDUSTRIAN USAHA KECIL MENENGAH DAN
DAN D-IV TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN PERDAGANGAN. BIDANG USAHA MIKRO
PERDAGANGAN S-1 AKUNTANSI
S-1 MANAJEMEN
S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
S-1 TEKNIK INDUSTRI
D-IV AGROBISNIS
D-IV MANAJEMEN
Ll PERTAIA D-IV TEKNIK INDUSTRI
PENYULUH SZ:VAEKTJ?\JE';I'I,?IZ”SSI BUPATI KAPUAS HULU, DINAS TENAGA
33 | PERINDUSTRIAN KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
DAN D-IV TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN TRANSMIGRAS!, BIDANG PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN | S-TAKUNTANSI

S-1 MANAJEMEN
S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
S-1 TEKNIK INDUSTRI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 42 dari 70




34

AHLI PERTAMA -
PENYULUH
PERTANIAN

D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA
D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN

D-IV PENYULUH PERTANIAN

D-IV PETERNAKAN

S-1 AGROBISNIS

D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
S-1 TANAMAN PANGAN

S-1 PETERNAKAN

S-1 ILMU TANAH

S-1 PENYULUH PERTANIAN

S-1 BUDIDAYA PERTANIAN

S-1 TEKNIK PERTANIAN
S-1 PERKEBUNAN
S-1 AGROTEKNOLOGI

16

16

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN, BIDANG PENYULUHAN
PERTANIAN

35

AHLI PERTAMA -
PENYULUH
PERTANIAN

D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA
D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN

D-IV PENYULUH PERTANIAN

D-IV PETERNAKAN

S-1 AGROBISNIS

D-1IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
S-1 TANAMAN PANGAN

S-1 PETERNAKAN

S-1ILMU TANAH

S-1 PENYULUH PERTANIAN

S-1 BUDIDAYA PERTANIAN

S-1 TEKNIK PERTANIAN

S-1 PERKEBUNAN

S-1 AGROTEKNOLOG!

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN, BIDANG PENYULUHAN
PERTANIAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 43 dari 70




AHLI PERTAMA -

D-IV SEMUA JURUSAN

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
PERHUBUNGAN, SEKRETARIAT DINAS

3 | PERENCANA S-1 SEMUA JURUSAN PERHUBUNGAN, SUB BAGIAN PROGRAM
DAN KEUANGAN
BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
Il L IVl PARIWISATA, SEKRETARIAT DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
BUPATI KAPUAS HULU, DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
3 | AHLIPERTAMA- | D-IV SEMUA JURUSAN PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT
PERENCANA S-1 SEMUA JURUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
39 AHLI PERTAMA - D-IV SEMUA JURUSAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PERENCANA S-1 SEMUA JURUSAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
D-IV TEKNIK KOMPUTER
D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA
D-IV SISTEM INFORMASI
5.1 SISTEM DAN TEKNOLOG! INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
AHLIPERTAMA- | o\ cerecoprne RS UMUM DAERAH DR. A. DIPONEGORO
40 | PRANATA PUTUSSIBAU, BAGIAN TATA USAHA,
KOMPUTER S-1 TEKNIK INFORMATIKA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER
S-1 ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 INFORMATIKA

KEUANGAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 44 dari 70




41

AHLI PERTAMA -

PRANATA
KOMPUTER

D-1IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI

S-1 ILMU INFORMATIKA

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER

S-1 ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI

S-1 INFORMATIKA

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KEDAMIN

42

AHLI PERTAMA -

PRANATA
KOMPUTER

D-IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI

S-1 ILMU INFORMATIKA

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER

S-1ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER
S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 INFORMATIKA

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, SEKRETARIAT DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 45 dari 70




D-IV TEKNIK KOMPUTER
D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

D-IV TEKNIK INFORMATIKA
D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
AHLI PERTAMA - DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

43 | PRANATA S-1 SISTEM INFORMASI 1 1 ] i ASISTEN PEREKONOMIAN DAN

KOMPUTER S-1 TEKNIK INFORMATIKA PEMBANGUNAN, BAGIAN PENGADAAN
S-1 TEKNIK KOMPUTER BARANGLIASA

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER
S-1ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

uiperTau. | 1 SISTEM DAN TEKNOLOGI NFORMAS OAERAH IABUPATEN KAPUAS HULU,
) S-1 SISTEM INFORMASI ’

44 | PRANATA 3 - 3 - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN

KOMPUTER S-1 TEKNIK INFORMATIKA PEMBANGUNAN, BAGIAN PENGADAAN
S-1 TEKNIK KOMPUTER BARANG/JASA

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER
S-1 ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 INFORMATIKA

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @\ | Balai
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." I d)‘ Sertifikasi
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE N\ | Elektronik Hal. 46 dari 70




45

AHLI PERTAMA -

PRANATA
KOMPUTER

D-IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-1IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI

S-1ILMU INFORMATIKA

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER

S-1 ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI

S-1 INFORMATIKA

BUPATI KAPUAS HULU, BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG DATA,
DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI,
SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN
KEPEGAWAIAN

46

AHLI PERTAMA -

PRANATA
KOMPUTER

D-IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI

S-1 ILMU INFORMATIKA

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER

S-1ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER
S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 INFORMATIKA

BUPATI KAPUAS HULU, BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH, SEKRETARIAT
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 47 dari 70
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AHLI PERTAMA -

PRANATA
KOMPUTER

D-IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI

S-1 ILMU INFORMATIKA

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER

S-1ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI

S-1 INFORMATIKA

BUPATI KAPUAS HULU, BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

48

AHLI PERTAMA -

PRANATA
KOMPUTER

D-IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-1IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI

S-1 ILMU INFORMATIKA

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER

S-1ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER
S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 INFORMATIKA

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK, BIDANG STATISTIK DAN
APLIKAS| INFORMATIKA

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 48 dari 70




49

AHLI PERTAMA -

PRANATA
KOMPUTER

D-IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER

S-1ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI

S-1 INFORMATIKA

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
RS UMUM DAERAH DR. A. DIPONEGORO
PUTUSSIBAU, BAGIAN TATA USAHA,
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

50

AHLI PERTAMA -

PRANATA
KOMPUTER

D-IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI

S-1 ILMU INFORMATIKA

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER

S-1 ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 INFORMATIKA

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
PUTUSSIBAU

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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AHLI PERTAMA -
PRANATA
KOMPUTER

D-1IV TEKNIK KOMPUTER

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

D-IV SISTEM INFORMASI

S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI

S-1 ILMU INFORMATIKA

S-1 TEKNIK INFORMATIKA

S-1 TEKNIK KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER

S-1 ILMU KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER

S-1 TEKNOLOGI INFORMASI

S-1 INFORMATIKA

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA

52

AHLI PERTAMA -

S-1ILMU PERPUSTAKAAN
S-1ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, BIDANG

PUSTAKAWAN S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMAS| KEARSIPAN
EMUA BUPATI KAPUAS HULU, PELAKSANA BADAN
o | PEMLAS SMAISEDERALAT 2 " PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
EBAARAN BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
SMA IPA BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
o EEM&Q A:ENGUJl SMK MESIN . . PERHUBUNGAN, BIDANG LALU LINTAS DAN
RERMOTOR SMK OTOMOTIF ANGKUTAN JALAN, SEKSI KESELAMATAN
SMK ELEKTRO SARANA DAN PRASARANA
D-IIl PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN BUPATI KAPUAS HULU. DINAS PERTANIAN
TERAMPIL - ANALIS | D-lll AGROBISNIS DAN PANGAN, BIDANG TANAMAN PANGAN
55 | PASAR HASIL D-IIl PENYULUH PERTANIAN 1 1 DAN HORTIKULTURA. SEKS! PRODUKS]
PERTANIAN D-IIl PERKEBUNAN '

D-1Il SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
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TERAMPIL - ANALIS

D-II PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
D-1I AGROBISNIS

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN, BIDANG KETAHANAN

56 | PASAR HASIL D-1ll PENYULUH PERTANIAN PANGAN. SEKS| KETERSEDIAAN DAN
PERTANIAN D-lIFPERKEBUNAN DISTRIBUSI PANGAN
D-Ill SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
D-1ll PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN SUPATI KAPUAS HULL. DINAS PERTANIAN
TERAMPIL - ANALIS | D-lll AGROBISNIS DAN PANGAN, BIDANG TANAMAN PANGAN
57 | PASAR HASIL D-Ill PENYULUH PERTANIAN
DAN HORTIKULTURA, SEKSI PRODUKSI
PERTANIAN D-lll PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
D-Ill SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BUPATI KAPUAS HULU, BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIAT
58 /T\Egﬁ,'\f\gfs' D-Ill SEMUA JURUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SUB BAGIAN
UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SEMITAU.
59 I\EET\P'\@ILS' D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN SEMITAU, SUB
BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, BADAN PENGELOLA
60 | TERAMPIL - D-Ill SEMUA JURUSAN PERBATASAN DAERAH, SEKRETARIAT
ARSIPARIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT KALIS,
61 /T\Egﬁ,'\f\gfs' D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN KALIS, SUB
BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
62 I\EET\F,“/’LFSILS' D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA, SUBBAGIAN
UMUM DAN APARATUR
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BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SILAT HILIR,
63 /IEEﬁDh,/AI\E:_S- D-1ll SEMUA JURUSAN 1 ) 1 ] SEKRETARIAT KECAMATAN SILAT HILIR,
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU. DINAS PERTANIAN
TERAMPIL - DAN PANGAN. SEKRETARIAT DINAS
64 | ARSIPARIS D-lIl SEMUA JURUSAN 1 - 1 - PERTANIAN DAN PANGAN, SUB BAGIAN
UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU. INSPEKTORAT
TERAMPIL - KABUPATEN, SEKRETARIAT INSPEKTORAT,
65 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN 1 1 - - SUBBAGIAN ADMINISTRAS! UMUM DAN
KEUANGAN
BUPATI KAPUAS HULU. CAMAT PURING
TERAMPIL - KENCANA, SEKRETARIAT KECAMATAN
66 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN 1 - 1 - PURING KENCANA, SUB BAGIAN UMUM
DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT EMBALOH
TERAMPIL - HILIR, SEKRETARIAT KECAMATAN
67 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN 1 - 1 - EMBALOH HILIR, SUB BAGIAN UMUM DAN
APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU. DINAS KESEHATAN,
TERAMPIL - SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN, SUB
68 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN 1 - 1 - BAGIAN UMUM DAN APARATUR DINAS
KESEHATAN
BUPATI KAPUAS HULU. CAMAT BUNUT
69 I\Ezf},“f\gfs' D-I1l SEMUA JURUSAN 1 i 1 i HILIR, SEKRETARIAT KECAMATAN BUNUT
HILIR, SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU. DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
TERAMPIL - PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT
0 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN 1 - 1 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
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BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PEKERJAAN

TERAMPIL - MUM DAN PENATAAN RUANG,
| ARSIPARIS D-1I SEMUA JURUSAN gEKURETARIAT DINAS PE}?ERJ(/BAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT JONGKONG,
79 | TERAMPIL - D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN JONGKONG,
ARSIPARIS SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SUHAID,
73 I\Egﬁj'\ggfs' D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN SUHAID, SUB
BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT
TERAMPIL - PUTUSSIBAU SELATAN, SEKRETARIAT
74 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN, SUB
BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SELIMBAU,
75 XEF;{*P'\/’LFF’{'ILS' D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN SELIMBAU,
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
76 | oL D-1il SEMUA JURUSAN 1 SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, SUB BAGIAN
UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
TERAMPIL - DPRD, BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN,
T | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN SUBBAGIAN TATA USAHA DAN
KEPEGAWAIAN
BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
TERAMPIL - PERHUBUNGAN,
8 | ARSIPARIS D-1I SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN, SUB
BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SILAT HULU,
79 /T\Egﬁ)'\f\gg D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN SILAT HULU,

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
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BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,

TERAMPIL - RS UMUM DAERAH DR. A. DIPONEGORO
80 | ARSIPARIS D-lIl SEMUA JURUSAN PUTUSSIBAU, BAGIAN TATA USAHA,
SUBBAGIAN ADMINISTRAS! DAN UMUM
BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
TERAMPIL - DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
81 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN ASISTEN ADMINISTRAS! DAN UMUM.
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT MENTEBAH,
gy | TERAMPIL - D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN MENTEBAH,
ARSIPARIS SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU. CAMAT BUNUT
TERAMPIL - HULU,
83 | ARSIPARIS D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN BUNUT HULU,
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU. DINAS TENAGA
KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
84 XE@@@E D-I1l SEMUA JURUSAN TRANSMIGRASI, SEKRETARIAT DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRAS|
BUPATI KAPUAS HULU. DINAS KESEHATAN,
TERAMPIL - RS UMUM DAERAH DR. A. DIPONEGORO
8 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN PUTUSSIBAU, BAGIAN TATA USAHA,
SUBBAGIAN ADMINISTRAS! DAN UMUM
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT EMBALOH
TERAMPIL - HULU, SEKRETARIAT KECAMATAN
8 | ARSIPARIS D-lIl SEMUA JURUSAN EMBALOH HULU, SUB BAGIAN UMUM DAN
APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU. SATUAN POLISI
TERAMPIL - PAMONG PRAJA, SEKRETARIAT SATUAN
87 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN POLISI PAMONG PRAJA, SUB BAGIAN

UMUM DAM APARATUR
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BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN

88 I\EFS{T\P'\/’LFF’{'ILS' D-lll SEMUA JURUSAN 1 PARIWISATA, SEKRETARIAT DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT BOYAN
TERAMPIL - TANJUNG, SEKRETARIAT KECAMATAN
89 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN BOYAN TANJUNG, SUB BAGIAN UMUM DAN
APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, PELAKSANA BADAN
TERAMPIL - PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
%0 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN
TERAMPIL - PERDAGANGAN, SEKRETARIAT DINAS
9 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN 1 KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN. SUB BAGIAN UMUM DAN
APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PENDIDIKAN
92 I\EET\F,'\@E D-Ill SEMUA JURUSAN DAN KEBUDAYAAN, SEKRETARIAT DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT BIKA.
93 XE@T}“@ILS' D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN BIKA, SUB
BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT BATANG
TERAMPIL - LUPAR, SEKRETARIAT KECAMATAN
% | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN BATANG LUPAR, SUB BAGIAN UMUM DAN
APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT
TERAMPIL - PENGKADAN,
9 | ARSIPARIS D-IIl SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN PENGKADAN,

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
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BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT HULU

TERAMPIL - GURUNG, SEKRETARIAT KECAMATAN
% | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN HULU GURUNG, SUB BAGIAN UMUM DAN
APARATUR
ERAVPIL BUPATI KAPUAS HULU. BADAN KESATUAN
97 D-11l SEMUA JURUSAN BANGSA DAN POLITIK. SEKRETARIAT
ARSIPARIS DADAN
I BUPATI KAPUAS HULU. CAMAT EMPANANG.,
98 | oL D-11l SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN EMPANANG,
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
TERAMPIL - BUPATI KAPUAS HULU. DINAS PERIKANAN,
9 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN
BUPATI KAPUAS HULU. DINAS
TERAMPIL - KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
100 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
ERANPIL- BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEFATAN,
101 D-11l SEMUA JURUSAN RS UMUM DAERAH SEMITAU. SUBBAGIAN
ARSIPARIS ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT
TERAMPIL - SEBERUANG, SEKRETARIAT KECAMATAN
102 | ARSIPARIS D-lIl SEMUA JURUSAN SEBERUANG, SUB BAGIAN UMUM DAN
APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT
TERAMPIL - PUTUSSIBAU UTARA, SEKRETARIAT
103 | ARSIPARIS D-lll SEMUA JURUSAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA, SUB
BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU. DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
TERAMPIL - PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT
104 | ARSIPARIS D-lIl SEMUA JURUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
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BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERAMPIL - TERPADU, SEKRETARIAT DINAS
105 | ARSIPARIS D-lIl SEMUA JURUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU, SUB BAGIAN UMUM
DAN APARATUR
TERAVPIL - BUPATI KAPUAS HULU, BADAN KESATUAN
106 D-IIl SEMUA JURUSAN BANGSA DAN POLITIK, SEKRETARIAT
ARSIPARIS BADAN
TERAVPIL- BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT BADAU,
107 | rpoioar D-Ill SEMUA JURUSAN SEKRETARIAT KECAMATAN BADAU, SUB
SIPARIS BAGIAN UMUM DAN APARATUR
BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
KOMUNIKASI
108 | TERAMPIL - D-Ill SEMUA JURUSAN INFORMATIKA DAN STATISTIK,
ARSIPARIS SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
TERAMPIL - D-III BUDIDAYA PETERNAKAN BUPATI KAPUAS HULU. DINAS PERTANIAN
109 | PENGAWAS BIBIT | D-IIl KESEHATAN HEWAN DAN PANGAN. BIDANG PETERNAKAN
TERNAK D-IIl PRODUKSI TERNAK ’
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
TERAMPIL - D-IIl TEKNOLOGI INFORMASI BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
110 | PRANATA
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA PURING KENCANA
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
» EET\QXTPA'\L - D-IIl TEKNOLOGI INFORMASI BUPATI KAPUAS HULU. DINAS KESEHATAN.
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA LANJAK

D-1Il MANAJEMEN INFORMATIKA
D-1Il SISTEM INFORMASI
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D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

1 | TERAUPL D-11l TEKNOLOG! INFORMAS| 1 BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-ll TEKNIK INFORMATIKA SILATHILIR
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS!
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
TERAMPIL - g::: Eimgtgg: I’Li“(’)'g:ﬂf; BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
113 | PRANATA 11 TEKNIK INFORUATIKA 2 RS UMUM DAERAH SEMITAU, SUBBAGIAN
KOMPUTER :
A e ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS!
D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
I e D-I1l TEKNOLOGI INFORMAS| 1 BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-11l TEKNIK INFORMATIKA BADAU
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS!|
D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
TERAMPIL - D-I1l TEKNOLOGI INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
115 | PRANATA 1 HULU GURUNG
KOMPUTER D-11l TEKNIK INFORMATIKA
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-Iil SISTEM INFORMAS!|
D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
16 | roaay” D-I1l TEKNOLOG! INFORMAS| 1 BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-1Il TEKNIK INFORMATIKA MENTEBAH

D-1I MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMASI
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D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

TERAMPIL - BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT JONGKONG,
117 | PRANATA B::: EEE%&ESQ;&?&QSl 1 SEKRETARIAT KECAMATAN JONGKONG,
KOMPUTER ) SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-II MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
D-lll TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT EMBALOH
8 ;Eiﬁ%;&- D-Ill TEKNOLOG! INFORMASI , HILIR, SEKRETARIAT KECAMATAN
KOMPUTER D-Ill TEKNIK INFORMATIKA EMBALOH HILIR, SUB BAGIAN PROGRAM
D-lI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
D-1ll TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, DINAS
o EEIZQI\AAER- - D-Ill TEKNOLOG! INFORMASI PERHUBUNGAN, SEKRETARIAT DINAS
KOMPUTER D-Ill TEKNIK INFORMATIKA PERHUBUNGAN, SUB BAGIAN PROGRAM
D-lI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KEUANGAN
D-1Il SISTEM INFORMASI
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-lll TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT PURING
2 ;EFZ\QX?/LL - D-IIl TEKNOLOG! INFORMAS| 1 KENCANA, SEKRETARIAT KECAMATAN
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA PURING KENCANA, SUB BAGIAN PROGRAM
D-II MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMASI
D-1ll TEKNIK KOMPUTER
D-1ll TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT BOYAN
o1 | ooy D-IIl TEKNOLOGI INFORMAS| 1 TANJUNG, SEKRETARIAT KECAMATAN
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA BOYAN TANJUNG, SUB BAGIAN PROGRAM

D-1I MANAJEMEN INFORMATIKA
D-1Il SISTEM INFORMASI

DAN KEUANGAN
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D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT BATANG

- ;Ef\ﬁ'\A"%'\L - D-lll TEKNOLOGI INFORMASI LUPAR, SEKRETARIAT KECAMATAN
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA BATANG LUPAR, SUB BAGIAN PROGRAM
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
TERAMPIL - g::: Emtgg: :LOF'\(/)'FF;:A;ES'T BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SELIMBAU,
123 | PRANATA ] SEKRETARIAT KECAMATAN SELIMBAU,
KOMPUTER BZ:” Iﬂiﬂ‘i\'fE'“'\/‘IEgT,'\\l"F/gF'{K@ATIKA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
o ;ET\QI\AA%I\L . D-lll TEKNOLOGI INEORMAS! BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-lll TEKNIK INFORMATIKA KALIS
D-I1l MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
25 | e D-IIl TEKNOLOG! INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-I1l TEKNIK INFORMATIKA JONGKONG
D-I1l MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
25 ;EFZ\QX?/LL - D-IIl TEKNOLOG! INFORMAS! BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA NANGA EMBALOH

D-1Il MANAJEMEN INFORMATIKA
D-1Il SISTEM INFORMASI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 60 dari 70




D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT BUNUT

7 ;Eiﬁ“A"%'\L - D-I1l TEKNOLOG! INFORMASI HILIR, SEKRETARIAT KECAMATAN BUNUT
KOMPUTER D-lll TEKNIK INFORMATIKA HILIR, SUB BAGIAN PROGRAM DAN
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
TERAMPIL - B::: Igimgtgg: :LOF'\(A);:JATAES'T BUPATI KAPUAS HULU. CAMAT BADAU,
128 | PRANATA 11 TEKNIK INCORUATIKA SEKRETARIAT KECAMATAN BADAU, SUB
KOMPUTER -
D A A BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
TERAMPIL - g::: Iimgtgg: :LOF'\(/)'E;JATAESFT BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SILAT HULU.
129 | PRANATA 11 TEKNIK INFORUATIK SEKRETARIAT KECAMATAN SILAT HULU,
KOMPUTER -
D A kA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-lI'TEKNIK KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KOPERASI
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
TERAMPIL - D-I1l TEKNOLOG! INFORMAS| USAHA KECIL MENENGAH DAN
130 | PRANATA ] PERDAGANGAN, SEKRETARIAT DINAS
KOMPUTER B::: IAE\TJ\KTEIUEET&AFAJFI{KI\?ATlKA KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
ol SISTEN INFORMAS) PERDAGANGAN, SUB BAGIAN PROGRAM
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
a1 | eraars D-I1l TEKNOLOGI INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERIKANAN,
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN

D-II MANAJEMEN INFORMATIKA
D-Il SISTEM INFORMASI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 61 dari 70




D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

22 | Pranars D-IIl TEKNOLOG! INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-lll TEKNIK INFORMATIKA BUNUT HILIR
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMASI
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
o | TERAVPLL. D-11l TEKNOLOG! INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-ll TEKNIK INFORMATIKA BUNUT HULU
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMASI
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
g | TERAMPL D-11l TEKNOLOG! INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-11l TEKNIK INFORMATIKA BOYAN TANJUNG
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMASI
D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
35 | PranaTA D-I1l TEKNOLOGI INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-11l TEKNIK INFORMATIKA SELIMBAU
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMASI
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT
36 | pranars D-IIl TEKNOLOGI INFORMAS| SEBERUANG, SEKRETARIAT KECAMATAN
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA SEBERUANG, SUB BAGIAN PROGRAM DAN

D-1Il MANAJEMEN INFORMATIKA
D-1Il SISTEM INFORMASI

KEUANGAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 62 dari 70




D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

. ;IFE&\A[\\]I\A/I%I\L - D-1ll TEKNOLOG! INFORMAS BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
D-IIl TEKNIK INFORMATIKA RIAM PANJANG
KOMPUTER
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
. ;ET\QI\A/I%LL - D-1ll TEKNOLOG! INFORMAS BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-Ill TEKNIK INFORMATIKA BIKA
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
. BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
130 | PRANATA DI TEKNOLOGI NFORIAS SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN, SUB
KOMPUTER -
ol MANAEMER NEORMATIKA BAGIAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN
D-IIl SISTEM INFORMAS
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
0 ;ET\QX?/LL - D-1ll TEKNOLOG! INFORMAS BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA SEBERUANG
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
TERAMPIL - BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
141 | PRANATA D-lll TEKNOLOGI INFORMASI SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN. SUB
KOMPUTER D-lII TEKNIK INFORMATIKA BAGIAN PROGRAM DINAS KESEHATAN

D-1I MANAJEMEN INFORMATIKA
D-1Il SISTEM INFORMASI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 63 dari 70




D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

BUPATI KAPUAS HULU, BADAN

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
142 | PRANATA D-III TEKNOLOGI INFORMAS SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN
KOMPUTER o Iﬂiﬂ‘/ﬂfE'l\'\/‘IEgm’ng'{K@ATlKA PEMBANGUNAN DAERAH, SUB BAGIAN
D-IIl SISTEM INFORMAS! PROGRAM
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT HULU
a3 | reary D-I1l TEKNOLOGI INFORMAS| GURUNG, SEKRETARIAT KECAMATAN
KOMPUTER D-Ill TEKNIK INFORMATIKA HULU GURUNG, SUB BAGIAN PROGRAM
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS!|
D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
s | o™ D-IIl TEKNOLOGI INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
KOMPUTER D-11l TEKNIK INFORMATIKA BENUA MARTINUS
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS!|
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT
45 ;E'ZQX?X- - D-IIl TEKNOLOGI INFORMASI PUTUSSIBAU UTARA, SEKRETARIAT
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA, SUB
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS!
D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PEKERJAAN
6 | P D-IIl TEKNOLOGI INFORMAS| UMUM DAN PENATAAN RUANG,
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA DAN PENATAAN RUANG

D-IIl SISTEM INFORMASI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 64 dari 70




D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT EMBALOH

147 ;Em'\A"%'\L - D-Ill TEKNOLOG! INFORMASI HULU, SEKRETARIAT KECAMATAN
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA EMBALOH HULU, SUB BAGIAN PROGRAM
D-Ill MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KEUANGAN
D-Ill SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
TERAMPIL - B::: liimgtgg: :LOF'\(/');L:ATAESFT BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT MENTEBAH,
148 | PRANATA - SEKRETARIAT KECAMATAN MENTEBAH,
KOMPUTER B::: I/I%'%E'UEEWFAJF'{K@ATIKA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-Ill SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
D-Ill TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT BUNUT
s | roaaey” D-I1l TEKNOLOG! INFORMAS| HULU, SEKRETARIAT KECAMATAN BUNUT
KOMPUTER D-1ll TEKNIK INFORMATIKA HULU, SUB BAGIAN PROGRAM DAN
D-Ill MANAJEMEN INFORMATIKA KEUANGAN
D-Ill SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
TERAMPIL - B::: Eimgtgg: :LOF'\(/');;JA;ESFT BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT KALIS,
150 | PRANATA D-III KN INEORUATIKA SEKRETARIAT KECAMATAN KALIS, SUB
KOMPUTER - BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-Ill MANAJEMEN INFORMATIKA
D-Ill SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
TERAMPIL - B::: Eimgtgg: :LOF'\(/');;JA;ESFT BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SUHAID.
151 | PRANATA - SEKRETARIAT KECAMATAN SUHAID, SUB
KOMPUTER D-lIl TEKNIK INFORMATIKA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

D-1Il MANAJEMEN INFORMATIKA
D-1Il SISTEM INFORMASI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 65 dari 70




D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS

. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
152 ;ET\QX'FFAI\L D-lll TEKNOLOGI INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
KOMPUTER B:” Iﬂif\l"/ﬂfE'l\""IEﬁw;\gF'{K@AﬂKA ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN DAN
D-Ill SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN DATA
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
TERAMPIL - g::: Emgtgg: :L()F'\éi:ﬁf; BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SEMITAU,
153 | PRANATA - SEKRETARIAT KECAMATAN SEMITAU, SUB
KOMPUTER gz::: IAE\mell\':EngJFIQKI\?ATlKA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-Ill SISTEM INFORMASI
BZ::: Eiﬁgﬁ%’}"ig&i&m BUPATI KAPUAS HULU, DINAS SOSIAL,
TERAMPIL - o1l TEKNOLOG! INFORVIAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
154 | PRANATA D-III KN INFORMATIKA PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT
KOMPUTER - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA SOSIAL,
DLl SISTEM INFORMAS| PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
D-Ill TEKNOLOGI KOMPUTER
. ;Eiﬁl\m\L - D-lll TEKNOLOG! INEORMASI BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN.
KOMPUTER D-Ill TEKNIK INFORMATIKA SILAT HULU
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA
D-Ill SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, BADAN
D-Ill TEKNOLOGI KOMPUTER KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
5 | pouary D-I1l TEKNOLOG! INFORMAS| SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIAT
KOMPUTER D-1ll TEKNIK INFORMATIKA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

D-1I MANAJEMEN INFORMATIKA
D-1Il SISTEM INFORMASI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 66 dari 70




D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS

. KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
157 | PRANATA D-III TEKNOLOGI INFORMASI STATISTIK, SEKRETARIAT DINAS
KOMPUTER B::: IA%%EIUEEW?JFI{K@AHKA KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
D-Ill SISTEM INFORMASI STATISTIK
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
D-Ill TEKNOLOGI KOMPUTER
TERAMPIL - BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT EMPANANG,
58 | PRANATA B::: Iiimﬁﬁfgsaﬁws' SEKRETARIAT KECAMATAN EMPANANG,
KOMPUTER -
ol MANA TEMEN MEORMATIKA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-Ill SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
D-Ill TEKNOLOGI KOMPUTER
. BUPATI KAPUAS HULU, SEKRETARIAT
150 | PRANATA DI TEKNOLOGI NFORIAS DPRD, BAGIAN UNIUM DAN KEUANGAN,
KOMPUTER -
ol MANAEMEN NEORMATIKA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-Ill SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
D-Ill TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, PELAKSANA BADAN
. ;EmI\A/I%LL- D-lll TEKNOLOGI INFORMAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
KOMPUTER D-IIl TEKNIK INFORMATIKA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA BENCANA DAERAH
D-Ill SISTEM INFORMASI
D-Ill TEKNIK KOMPUTER
D-Ill TEKNOLOGI KOMPUTER ﬁ:géhTAIUKEJA\::I\?SOElAJI::A[C);E%?\N
161 lﬁiﬁ“ﬁ?ﬁf _ D-lll TEKNOLOGI INFORMASI PARIWISATA SEKRETARIAT DINAS
KOMPUTER D-lll TEKNIK INFORMATIKA KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN

D-1I MANAJEMEN INFORMATIKA
D-1Il SISTEM INFORMASI

PARIWISATA

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 67 dari 70




D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER

BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT

TERAMPIL - D-Iil TEKNOLOGI INFORMASI PENGKADAN, SEKRETARIAT KECAMATAN
162 | PRANATA D-lll TEKNIK INFORMATIKA PENGKADAN, SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KOMPUTER D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT
63 | pranars D-IIl TEKNOLOG! INFORMAS| PUTUSSIBAU SELATAN, SEKRETARIAT
KOMPUTER D-Ill TEKNIK INFORMATIKA KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN, SUB
D-11l MANAJEMEN INFORMATIKA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-1Il TEKNIK KOMPUTER
TERAMPIL - D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT SILAT HILIR,
164 | PRANATA B::: Igm%ﬁigsaﬁ“}ﬂﬁ& SEKRETARIAT KECAMATAN SILAT HILIR,
KOMPUTER D IR AT s SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
TERAMPIL - D1l TEKNOLOG! INFORMAS BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
165 | PRANATA
KOMPUTER D-Ill TEKNIK INFORMATIKA NANGA KANTUK
D-1Il MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMAS|
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
TERAMPIL - D-I1l TEKNOLOG! INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
166 | PRANATA
KOMPUTER D-ll TEKNIK INFORMATIKA NANGA SUHAID

D-1Il MANAJEMEN INFORMATIKA
D-1Il SISTEM INFORMASI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 68 dari 70




D-1Il TEKNIK KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,

_ RS UMUM DAERAH DR. A. DIPONEGORO
167 | FRANATA B::: EEET?(LI?QCF;:)'Q‘,\:%{I'\QS' PUTUSSIBAU, BAGIAN TATA USAHA,
KOMPUTER : SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA CEUANGAN
D-lll SISTEM INFORMASI
D-IIl TEKNIK KOMPUTER BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KESEHATAN,
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER RS UMUM DAERAH DR. A. DIPONEGORO
tos | PRANATA | DI TEKNOLOGI INFORMAS PUTUSSIBAL, BAGIAN TATA USAHA
KOMPUTER :
D-IIl MANAJEMEN INFORMATIKA i:ﬁiﬁgm PERENCANAAN DAN
D-1Il SISTEM INFORMASI
D-II TEKNIK KOMPUTER
e o ronpTer SUPKT KAPURS LD DS KOPERAS
169 | PRANATA D-lIl TEKNOLOGI INFORMAS| PERDAGANGAN, SEKRETARIAT DINAS
KOMPUTER g:” &iﬂi'ﬁ'ﬂﬁﬁ?ﬂ”?gmnm KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
Dl T D PERDAGANGAN, SUB BAGIAN PROGRAM
D-IIl TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
_ BUPATI KAPUAS HULU, CAMAT BIKA,
170 | PRANATA DI TEKNOLOGI NFORIAS SEKRETARIAT KECAMATAN BIKA, SUB
KOMPUTER :
D R AT BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
D-1Il SISTEM INFORMASI
D-II TEKNIK KOMPUTER
D-IIl TEKNOLOGI KOMPUTER
71 | oo D-IIl TEKNOLOGI INFORMAS| BUPATI KAPUAS HULU, INSPEKTORAT
KOMPUTER D-Ill TEKNIK INFORMATIKA KABUPATEN, SEKRETARIAT INSPEKTORAT

D-1I MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMASI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 69 dari 70




TERAMPIL -
172 | PRANATA
KOMPUTER

D-IIl TEKNIK KOMPUTER

D-1Il TEKNOLOGI KOMPUTER
D-1Il TEKNOLOGI INFORMASI
D-IIl TEKNIK INFORMATIKA

D-II MANAJEMEN INFORMATIKA
D-IIl SISTEM INFORMASI

BUPATI KAPUAS HULU, DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TOTAL FORMASI

234

83

148

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hal. 70 dari 70
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